
WAUKOTA MAOIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 4 O TAHON 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 48 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN 

TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Badan Kcpegawaian Dacrah 

maka Peracuran Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2016 

Lenlang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sadan Kepegawaian Daerah 

dipandang sudah lidak sesuai sebingga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, pcrlu mcnetapka.n PcraLuran 

Walikota Madiun tentang Perubahan At.as Peraturan 

WaHkota Madiun Nomor 48 Tabun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas dan 

Fungsi, serla Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerab ; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pernben.tukan Peraluran Perundang-undanga.n ; 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20!4 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3. Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinta.han Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Ta.hun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

ten tang Pembcntu.kan Produk Hukum Daerah ; 



Menetapkan 

- 2 -

6. Peraturan Daerah Kol.a Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

7 . Peraturan Daerah Kola Madlun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Oaerah ; 

8. Peratu.ran Walikota Madiua Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian 

Tugas dan Fungsi, serta Tat.a Kerja Badan Kepcgawa.ian 

Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 48 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASl, RlNCIAN TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Perc1luran Walikota Mactiun 

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kcdudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan F'ungs1, scrta Tata Kerja 

Badan Kepcgawalan Daerab (Berita Daerab Kota Mactiun 

Tahun 2016 Nomor 48/GJ, diubah sebagal berikut : 

J. Diantara huruf a clan b ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) 

huruf yaknl h1..1ruf al, schingga Pasal 4 secara 

keselu:ruhan berbunyi sebagai bcrikut: 

Pasal 4 

(1) Kcpala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

avat (I) huruf a mempunyai lugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengawasi pclaksanaan 

manajemen Aparatur Sipil Ncg.ira dan non Aparatur 

S ipil Negara dJ lingkungan Pemerintah Daerah scsuai 

denga.n ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 
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(2) Unruk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud 

pada ayat (l), Kepala Sadan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di b1dang 

kepegawaian yang ditetapkan olch Walikota serta 
berdasarkan ketentua11 peraLUran perundang

w1dangan: 
al. penyelenggaraan urusan pcmerintahan dan 

pelayanan umum di bidang kepegawaian dan 

bidang pendidikan dan pelatihan ; 

b. penyusunan perencanaan dan program di bidang 

kepegawaian ; 
c. pelaksanaan dan pengendalian operasional 

administrasi kepegawaian ; 

d . pelaksanaan dan pengendalian opcrasional dalam 

rangka pengembangan karicr pegawai ; 

e. pclaksana.an, pengendalian dan pengamanan 

teknis operasionaJ mutasi kepegawaia.11 ; 

f. pelaksanaan dan pengendalian operasional 

pe ndidikan clan pelatihan kepegawa.ian ; 

g. pengelolaan ketatausahaan; dan 

h. pelaksanaa.t1 lugas lain yang bcrsifat kedinasan 

yang diberikan oleh Walikota. 

2 . Ketentuan huruf b ayat (2) ctiubah dan diantara huruf f 

dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf 

yakni huruf Cl, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

( 1) Sekreta rial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat ( l) huruf b mempunyai tugas mclaksanakan 

kebijakan pelayanan administrasl kcpada semua 

unsur di lingkungan Badan meliputi pcngelolaan 

adm1nistrasi umum, rum.ah tangga, kepegawaian dru, 

adminisLrasi keuangan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l ), Sekretarial mcmpunyai fungsi : 

a . perumusan kebijakan teknis, penyusunan 

perencanaan program kerja dan evalLtasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretarial ; 
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b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegiata.n. pelayanan administrallf dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 

terpadu; 

c. pengelolaan administrasi umum, rumah langga, 

dan perlengkapan ; 

d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan 

di lingkungan Sadan; 

c. pengelolaan administrasi dan pembinaa11 

kepegawaian di lingkungan Badan ; 

f. pelaksanaan adroioistrasi keuangan dan 

pernbayaran gaji pegawai di lingkungan Sadan ; 

fl . pclaksanaan perencanaan, pengadaan, 

pe·meliharaan sarana dan prasarana ; dan 

g. pelaksanaan Lugas lain yang bersifat kedinasan 

yangdiberikan oleh Kepala Sadan. 

3. Diantara huruf e dan r ayat (1) Pasal 7 disisipkan I (saLu) 

huruf yakni huruf el, sehingga PasaJ 7 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai bcrikul : 

Pasal 7 

( 1) Sub Bagian Umum dan Keua.ngan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai 

n1gas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan cvaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub 

Bagian Umum dan Keuangan ; 

b. melaJru.kan urusan surat-menyurat dan tata 

kearsipan; 

c. melak-ukan urusan rumah tangga dan keamanan 

kantor; 

d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, 

upacara dan rapat dinas ; 
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e. melakukan urusan pengendalian tata usaba 

pengadaan, penyimpanan, pcndistribusian, 

pengad.minist:ra.sian dan _perawatan barang-barang 

inventaris badan sesuai ketentuan perundang

undangan; 

el.menyiapkan bahan rencana program, 

melaksanakan/mengadakan dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan Badan ; dan 

f. melaksanakan penatausahaan kcuangan dan 

pertanggunroawaban keuangan; 

g. melaksanakan Adroinistrasi clan pembayaran gaji 

pegawai; 

h. roengkoordinasikan dan menghimpun bahan

bahan untuk kepcrluan penyusunan dokumen 

yang merouat pendapat.an, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran 

serta perubahannya di lingkungan Badan ; 

,. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang di.berikan oleb Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 

sebagai.mana dimaksud dalam Pasa.16 ayat (1) huruf b 

mempunyai rugas : 

a . mclakukan penyusunan perencanaan program 

kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas•tugas pada 

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; 

b. n1elaku.kan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi, dan pelaporan di ling_kungan Badan ; 

c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan

bahan unluk keperluan penyusunan dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD serta 

perubahannya di lingkungan Badan : 
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d. menyusun, mcngolah dan mem<:lihara data 

administrasi kepegawruan serca data kegiatan yang 

berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan 

Badan; dan 

e. melakukan rugas lain yang bcrsifaL kedinasan 

yang dlbc.rikan o leh Sekretaris. 

4. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga 

Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

PasaJ 14 

( 1) Bidang Pendid1kan dan Pelatihan seba£aimana 

diroaksud dataro PasaJ 3 ayaL (I) huruf c angka 3 

mempunyai tugas melaksanakan seba.gian tuga,s Sadan 

yang meliputi pelaksanaan pendidikan dru, pdalihan 

(diklal) lrepemimpinan, diklat fungsional dan diktat 

tcknis serta pengelo.laan Balai Diklat. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud 

pada ayat (I), B1dang Pendidikan dan Pelatihan 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-1ugas pada Bidang Pendidikan 

dan Pelatihan ; 

b. perumusao kebijakan teknis di bidang pendidikan 

dan pelatihan ; 

c. perurnusan daJam pclaksanaan diklat 

kcpegawaian yang rneliputi perencanaan, analisis 

diklat kepemimpinan tingkat II, m, IV, diktat 

fungsionaJ dan diklat teknis; 

d. penyusunan rencana program, 

pelaksanaan/pengadaru\, pcmeliharaan dan 

pengelolaan sarana dan prasarana di bidang 

pendidikan dan pelatihan ; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang bersifal kedinasa.n 

yang diberikan olch Kepala Sadan. 



- 7 -

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap oraog mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kot.a Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO. SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 40/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

WALIKOTA MADIUN 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a .n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

KRETARI 
o,.EIW' 

.b. 

Pembina 

HUKUM 

NIP. 19750117 199602 1 001 


